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I. UMUM 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan fungsi pemerintahan 
daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan 
pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang 
cukup kepada Daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber 
keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari 
Pemerintah sesuai dengan urusan Pemerintah yang diserahkan, 
kewenangan memungut dan mendayagunakan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya 
nasional yang berada di Daerah dan Dana Perimbangan lainnya, dan hak 
untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber 
pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan, termasuk 
pinjaman. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada 
prinsipnya mengatur mengenai pendanaan atas pelaksanaan otonomi 
Daerah berupa desentralisasi fiskal dengan konsep uang mengikuti fungsi 
(money follows function). Undang-undang tersebut mengatur konsep 
desentralisasi fiskal secara komprehensif, termasuk Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Perimbangan, Hibah, Pinjaman, dan sumber-sumber 
penerimaan Daerah lainnya. Pinjaman Daerah merupakan salah satu 
sumber penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang 
dicatat dan dikelola dalam APBD. 

Undang-Undang . . . 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
menyatakan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada 
Pemerintah Daerah, Pemerintah dapat memberikan pinjaman dan/atau 
hibah kepada Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan 
hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah tidak 
semata-mata bertumpu kepada Dana Perimbangan, namun juga termasuk 
Pinjaman Daerah dan Hibah Daerah sebagai salah satu sumber pendanaan 
pembangunan daerah. Dengan demikian, Pinjaman Daerah merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan hubungan keuangan 
antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.  

Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD 
untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan 
Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana 
pinjaman dapat ditujukan untuk mendanai kegiatan investasi berupa 
pengadaan prasarana dan/atau sarana Daerah yang memberikan manfaat 
ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Kegiatan investasi tersebut 
memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Daerah pada 
umumnya dan/atau penerimaan Daerah pada khususnya. Selain itu, dana 
pinjaman juga dapat ditujukan untuk mengatasi masalah jangka pendek 
yang berkaitan dengan arus kas Daerah.  

Mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko 
kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, dan risiko pembiayaan 
kembali, maka diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan 
Pinjaman Daerah. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur 
lebih lanjut hal yang menyangkut Pinjaman Daerah dan pemberian 
pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, dengan mengantisipasi 
kebutuhan masa depan serta dengan mempertimbangkan perlunya 
mempertahankan kondisi kesehatan keuangan daerah dan kesinambungan 
perekonomian nasional. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c  

Pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup 
kekurangan arus kas adalah dalam rangka pengelolaan kas 
(cash management). 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Pinjaman Daerah yang diteruskan kepada Badan Usaha Milik 
Daerah terutama ditujukan untuk penyediaan pelayanan publik 
yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah (Public Service 
Obligations/PSO) kepada Badan Usaha Milik Daerah. 

 

Pasal  3 

Cukup jelas. 

 

Pasal  4 

Pinjaman Pemerintah Daerah kepada pihak luar negeri dilakukan 
melalui Pemerintah. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah entitas di luar 
Pemerintah Daerah seperti Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, 
dan Pemerintah Daerah lainnya.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “kegiatan” adalah bagian dari program yang 
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan kerja 
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 
program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya, berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk 
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 
semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk 
menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

 

Pasal 6 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Perjanjian pinjaman mengikat Pemerintah Daerah selaku institusi 
penerima pinjaman.  

Ayat (3) 

Pergantian  gubernur, bupati, walikota, atau pejabat yang diberi 
kewenangan oleh gubernur, bupati, walikota untuk 
menandatangani perjanjian pinjaman tidak membatalkan perjanjian 
pinjaman yang telah ditandatanganinya. 

 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk 
Domestik Bruto tahun yang berkenaan. 

        

Pasal 8 

Ayat (1) 

Pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah meliputi antara lain 
pembayaran angsuran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain.  

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Pasal 9 . . . 
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Pasal 9  

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan bank” adalah  
lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan 
mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan bukan bank” 
adalah lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia 
dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang pribadi atau 
badan yang melakukan investasi di pasar modal. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

 

Pasal 12 . . . 
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